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ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 60 of 2019 concerning the Organization of Freight Transportation by Motor Vehicles on Roads related to the Over Dimension Over Load (ODOL) policy in Malang City, the obstacles encountered, and the efforts made by the Malang City Transportation Agency in overcoming these obstacles. This study employed an empirical legal research method with a sociological approach. The data were obtained through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed qualitatively. The results indicate that the implementation of the ODOL policy in Malang City has been carried out through inspections of cargo loading procedures, vehicle dimension measurements, load weighing, freight transportation document inspections, carrying capacity inspections, and road class inspections for freight vehicles. However, the implementation of the policy has not yet been optimal due to the still high number of ODOL violations. The main obstacles in implementing the policy include limited regional budget (APBD), inadequate weighbridge infrastructure, and the low level of awareness among freight transportation business actors regarding the applicable regulations. To address these obstacles, the Malang City Transportation Agency has undertaken several efforts, such as joint operations with the police, ODOL policy socialization, the utilization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) technology, and planning for increased budgets and supervisory infrastructure. Therefore, the effectiveness of ODOL policy implementation still requires strengthened supervision, improved supporting infrastructure, and increased public legal awareness to achieve traffic safety and road infrastructure protection.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) di Kota Malang, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ODOL di Kota Malang telah dilaksanakan melalui pemeriksaan tata cara pemuatan barang, pengukuran dimensi kendaraan, penimbangan muatan, pemeriksaan dokumen angkutan, pemeriksaan daya angkut, serta pemeriksaan kelas jalan yang dilalui kendaraan angkutan barang. Namun, implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena masih tingginya angka pelanggaran ODOL. Hambatan utama dalam penerapan kebijakan meliputi keterbatasan anggaran APBD, minimnya infrastruktur jembatan timbang, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha angkutan barang terhadap regulasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan berbagai upaya, seperti operasi gabungan bersama kepolisian, sosialisasi kebijakan ODOL, pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta perencanaan peningkatan anggaran dan infrastruktur pengawasan. Dengan demikian, efektivitas penerapan kebijakan ODOL masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan sarana pendukung, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan
Kata Kunci: Kebijakan ODOL, Angkutan Barang, Dinas Perhubungan, Keselamatan Lalu Lintas, Pengawasan Transportasi

PENDAHULUAN
Transportasi barang ialah satu diantara banyak pilar krusial dalam peningkatan ekonomi dan sosial suatu negara, termasuk Indonesia. Sistem transportasi yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan agar barang dapat didistribusikan secara tepat waktu dan dalam kondisi baik, sehingga mendukung kelancaran berbagai sektor usaha dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, kendaraan angkutan berat seperti truk memiliki peran vital ketika membawa barang dalam kapasitas banyak dan jarak yang cukup jauh. Namun, di lapangan sering ditemukan praktik kendaraan angkutan yang melebihi batas ukuran dan berat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan istilah Over Dimension Over Load (ODOL), yang selankutnya disingkat ODOL.
Dampak utama ODOL antara lain mempercepat kerusakan jalan dan jembatan akibat beban berlebih yang melebihi kapasitas desain infrastruktur, serta menimbulkan risiko keselamatan tinggi di jalan raya. Kendaraan ODOL memiliki kestabilan yang menurun, pengereman yang kurang efektif, dan sulit dikendalikan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kendaraan dengan muatan berlebih cenderung menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih banyak dan emisi gas buang yang lebih besar, yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
ODOL ialah satu diantara banyak unsur utama yang mempercepat kerusakan jalan secara premature dan meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya.[footnoteRef:1] Hal ini menunjukkan bahwa ODOL bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi yang luas. [1:  Sukamto, B. Manajemen Transportasi Darat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm. 102] 

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekitar 70% kerusakan jalan nasional diakibatkan oleh kendaraan ODOL. Kerusakan ini berdampak besar pada biaya pemeliharaan infrastruktur yang wajib ditangani oleh pemerintah dan masyarakat, dimana pada akhirnya dapat meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing produk.
Selain itu, data statistik kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa kendaraan ODOL lebih rentan menyebabkan kecelakaan fatal, terutama di ruas jalan nasional dan jalan provinsi yang menjadi jalur utama distribusi barang. Pratama (2020) menyatakan bahwa tingginya angka kecelakaan ODOL menjadi indikator seriusnya masalah ini di sektor transportasi nasional.[footnoteRef:2] [2:  Pratama, R. Transportasi dan Infrastruktur. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020) hlm. 87–88] 

Selain itu, Pemerintah RI juga melakukan pembangunan dan pengoperasian fasilitas penimbangan di jalur-jalur utama distribusi barang di seluruh Indonesia. Penguatan koordinasi antar lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian, dan pemerintah daerah juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan angka pelanggaran ODOL.
Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, memperpanjang umur infrastruktur jalan, serta menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan efisien. Dalam dokumen resmi Kementerian Perhubungan RI, ditegaskan bahwa penerapan regulasi ODOL merupakan bagian dari upaya strategis nasional dalam mengurangi kerugian sosial dan ekonomi akibat kendaraan berlebih.[footnoteRef:3] [3:  Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 60 Tahun 2019 tentang Penanganan Kendaraan Over Dimension dan Over Load. Jakarta: Kemenhub. hlm. 1–5] 

Selain itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas fasilitas penimbangan, termasuk penggunaan alat timbang portable di titik-titik strategis yang sulit dijangkau fasilitas tetap. Program-program ini bertujuan meminimalkan pelanggaran ODOL dan dampak negatifnya di wilayah Malang.
Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan regulasi ODOL dapat diterapkan secara efektif di lapangan, terutama dengan dukungan pengawasan yang intensif dan edukasi kepada Masyarakat.[footnoteRef:4] [4:  Santoso, D. Manajemen Transportasi Daerah. (Surabaya: Airlangga University Press, 2022) hlm. 63–65
] 

Studi kasus ini mengharapkan mampu menyalurkan kontribusi yang signifikan, baik dalam aspek akademik atau praktis, dengan menawarkan rekomendasi yang tepat bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha angkutan, sehingga pengaturan dan penindakan ODOL dapat ditingkatkan demi tercapainya keselamatan, keadilan, dan kelestarian infrastruktur transportasi di Indonesia.
Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) dalam penyelenggaraan angkutan barang di Kota Malang. Permasalahan utama yang dikaji mencakup tiga aspek, yaitu bagaimana penerapan regulasi tersebut oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai instansi pelaksana, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya, serta upaya-upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Fokus ini penting karena meskipun kebijakan ODOL telah dirancang sebagai instrumen untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan melindungi infrastruktur jalan, efektivitas implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan struktural, teknis, maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut berjalan secara efektif sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan penerapannya di lapangan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai realitas sosial melalui pengamatan terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019, tetapi juga menelusuri bagaimana regulasi tersebut diterapkan, dipahami, dan direspons oleh para aktor pelaksana kebijakan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai institusi yang memiliki kewenangan teknis dalam pengawasan dan pengendalian kendaraan ODOL. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat atau staf teknis Dinas Perhubungan serta observasi langsung terhadap praktik pengawasan di lapangan, dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan institusional, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan ODOL beserta hambatan dan strategi penyelesaiannya.

PEMBAHASAN
A. Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Ri No. 60 Tahun 2019 Terkait Kebijakan Over Dimension Over Load di Kota Malang
Sejarah pembentukan Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan organisasi perangkat daerah di Kota Malang. Pada awalnya, urusan perhubungan masih menjadi bagian dari unit kerja yang lebih kecil di lingkungan Sekretariat Daerah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik di bidang transportasi, terutama terkait pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, maka dibentuklah Dinas Perhubungan sebagai organisasi perangkat daerah yang berdiri sendiri sekitar tahun 2002.[footnoteRef:5] [5:  Dinas Perhubungan Kota Malang, Sejarah Dinas Perhubungan Malang, diakses dari halaman sejarah dishub malang.] 

Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Secara umum, tugas Dinas Perhubungan adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transportasi yang meliputi lalu lintas dan angkutan jalan.
Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan perhubungan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah.[footnoteRef:6] [6:  Ibid] 

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang perhubungan meliputi:
a) Pengelolaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota
b) Penyelenggaraan angkutan orang dan barang dalam wilayah kota
c) Pengawasan terhadap operasional angkutan jalan
d) Pengelolaan terminal penumpang tipe C
Kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur kendaraan angkutan barang agar tidak melebihi batas dimensi dan muatan yang telah ditentukan. Kendaraan over dimension adalah kendaraan yang dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan dimensi standar pabrikan, sedangkan over load adalah kendaraan yang mengangkut muatan melebihi kapasitas yang diizinkan.
Pengaturan mengenai ODOL di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan yang menegaskan bahwa setiap kendaraan angkutan barang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk ketentuan mengenai dimensi dan muatan.[footnoteRef:7] [7:  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
] 

Dengan Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) di Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui berbagai bentuk pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang. Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan tata cara pemuatan barang, pengukuran dimensi kendaraan, penimbangan muatan, pemeriksaan dokumen angkutan, pemeriksaan daya angkut, hingga pemeriksaan kesesuaian kendaraan dengan kelas jalan yang dilalui. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran ODOL yang berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas dan merusak infrastruktur jalan.
Dalam pemeriksaan tata cara pemuatan barang, petugas melakukan pengecekan terhadap distribusi muatan, pengikatan barang, serta kesesuaian jenis muatan dengan kendaraan yang digunakan. Pemeriksaan ini dilakukan pada operasi rutin maupun operasi gabungan bersama kepolisian. Selain penindakan, petugas juga memberikan edukasi kepada pengemudi mengenai pentingnya pemuatan barang yang sesuai standar keselamatan agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan maupun kerusakan jalan.
Pengawasan terhadap dimensi kendaraan dilakukan melalui pengukuran panjang, lebar, dan tinggi kendaraan yang kemudian dibandingkan dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kendaraan. Proses pengukuran dilaksanakan secara prosedural menggunakan alat ukur standar dan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan dokumen serta penimbangan kendaraan. Jika ditemukan kendaraan yang melebihi dimensi yang diperbolehkan, petugas akan melakukan pencatatan pelanggaran dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.[footnoteRef:8] [8:  Ahmad Munawar, Manajemen Lalu Lintas Perkotaan, Yogyakarta: Beta Offset, 2016, hlm. 145.] 

Selain pengukuran dimensi, Dinas Perhubungan Kota Malang juga melakukan penimbangan tekanan sumbu kendaraan guna mengetahui total berat kendaraan dan distribusi beban pada setiap sumbu. Penimbangan dilakukan menggunakan jembatan timbang maupun alat timbang portabel pada kegiatan operasi lapangan. Apabila ditemukan kendaraan dengan muatan melebihi batas yang diperbolehkan, petugas dapat memberikan sanksi administratif maupun melarang kendaraan melanjutkan perjalanan sebelum muatan disesuaikan.[footnoteRef:9] [9:  Siti Nurhayati, Manajemen Transportasi Jalan (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 145.] 

Pemeriksaan dokumen angkutan barang dilakukan untuk memastikan legalitas operasional kendaraan serta kesesuaian muatan yang diangkut. Dokumen yang diperiksa meliputi STNK, buku uji kendaraan (KIR), surat muatan, dan dokumen perizinan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan secara terintegrasi dengan pemeriksaan daya angkut kendaraan agar petugas dapat mencocokkan kondisi aktual kendaraan dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen resmi.[footnoteRef:10] [10:  M. Nur Nasution, Manajemen Transportasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 45.
] 

Dinas Perhubungan Kota Malang juga melaksanakan pemeriksaan terhadap kelas jalan yang diperbolehkan dilalui kendaraan angkutan barang. Pengawasan dilakukan dengan mencocokkan spesifikasi kendaraan dengan klasifikasi jalan yang dilalui guna mencegah kerusakan infrastruktur akibat kendaraan yang tidak sesuai kapasitas jalan. Jika ditemukan pelanggaran, petugas memberikan teguran maupun tindakan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Tabel 1. Data Pelanggaran ODOL Tiga Tahun Terakhir
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Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang
Berdasarkan hasil pengawasan dan data pelanggaran, praktik ODOL di Kota Malang masih cukup tinggi, terutama pelanggaran over load yang banyak dilakukan oleh kendaraan jenis pick up dan truk pengangkut bahan bangunan serta logistik. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, karena pelaku usaha berupaya memaksimalkan muatan untuk menekan biaya operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan dan penindakan telah dilakukan, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi ODOL masih belum optimal sehingga diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dan peningkatan kesadaran hukum di bidang transportasi.[footnoteRef:11] [11:  Hasil Wawancara dengan Bapak Donny Haryono, S.E., M.M. di Dinas Perhubungan Kota Malang] 


B. Hambatan-Hambatan Mengenai Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 60 Tahun 2019 Terkait Kebijakan Over Dimension Over Load Di Kota Malang
Hambatan utama dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) di Kota Malang adalah keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan kebijakan ODOL belum dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dalam mendukung kegiatan operasional di lapangan.[footnoteRef:12] [12:  Riant Nugroho, Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017, hlm. 421–423.] 

Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana pengawasan, pelaksanaan operasi penertiban, serta kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan barang. Padahal, pengendalian ODOL membutuhkan dukungan biaya yang besar karena melibatkan alat teknis, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi terkait.[footnoteRef:13] [13:  Aditya Pratama & Sri Handayani, “Implementasi Kebijakan Pengawasan Angkutan Barang di Daerah,” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 143–147.] 

Keterbatasan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Donny Haryono, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Manajemen, Rekayasa, dan Keselamatan Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang, diketahui bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan kebijakan pengendalian Over Dimension Over Load (ODOL) belum dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, sumber daya finansial merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Teori George C. Edward III menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai. Kondisi tersebut terlihat di Kota Malang, di mana keterbatasan APBD memaksa Dinas Perhubungan menyesuaikan pelaksanaan pengawasan ODOL dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, keterbatasan APBD juga dipengaruhi oleh banyaknya program pembangunan lain yang harus dibiayai pemerintah daerah, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Akibatnya, kebijakan pengendalian ODOL belum memperoleh prioritas anggaran secara optimal sehingga intensitas pengawasan di lapangan menjadi terbatas.[footnoteRef:14] [14:  Suryani & Agus Wibowo, “Peran Jembatan Timbang dalam Pengawasan Angkutan Barang,” Jurnal Transportasi, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 52–55.
] 

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur jembatan timbang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, jumlah jembatan timbang di Kota Malang masih terbatas dan belum mampu mengakomodasi tingginya volume kendaraan angkutan barang yang melintas setiap hari. Selain itu, kondisi teknis dan peralatan pendukung penimbangan juga belum sepenuhnya memadai.
Hambatan berikutnya dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) di Kota Malang adalah keterbatasan infrastruktur jembatan timbang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Donny Haryono, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Manajemen, Rekayasa, dan Keselamatan Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang, diketahui bahwa ketersediaan dan kondisi jembatan timbang di wilayah Kota Malang masih belum memadai untuk mendukung pengawasan kendaraan angkutan barang secara optimal.
Minimnya kesadaran tersebut tercermin dari masih ditemukannya kendaraan angkutan barang yang beroperasi dengan muatan berlebih atau dimensi kendaraan yang telah dimodifikasi, meskipun regulasi telah ditetapkan dan disosialisasikan. Dalam hasil wawancara, Bapak Donny Haryono, S.E., M.M. menyampaikan bahwa pelaku usaha angkutan barang pada umumnya lebih berorientasi pada efisiensi biaya dan keuntungan ekonomi, sehingga kepatuhan terhadap regulasi ODOL sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang dapat meningkatkan biaya operasional usaha.
Keterbatasan infrastruktur jembatan timbang ini meliputi jumlah jembatan timbang yang terbatas, keterbatasan peralatan pendukung penimbangan, serta kondisi teknis jembatan timbang yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi volume kendaraan angkutan barang yang melintas setiap harinya. Akibatnya, proses pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan yang diizinkan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara, di mana Bapak Donny Haryono, S.E., M.M. menyampaikan bahwa keterbatasan sarana jembatan timbang menjadi kendala utama dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran ODOL secara efektif di lapangan.
Keterbatasan jembatan timbang menyebabkan pengawasan terhadap kendaraan ODOL tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Padahal, jembatan timbang memiliki peran strategis sebagai alat utama untuk mendeteksi pelanggaran muatan dan menjaga keselamatan lalu lintas serta kondisi infrastruktur jalan. Tanpa dukungan sarana yang memadai, banyak kendaraan ODOL tidak terjangkau dalam proses pengawasan.[footnoteRef:15] [15:  Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” Administration & Society, Vol. 6 No. 4, 1975, hlm. 462–464.] 

Hambatan lainnya adalah minimnya kesadaran pelaku usaha angkutan barang terhadap regulasi ODOL. Masih ditemukan kendaraan yang beroperasi dengan muatan berlebih maupun dimensi kendaraan yang telah dimodifikasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi pelaku usaha yang lebih mengutamakan efisiensi biaya dan keuntungan ekonomi dibandingkan kepatuhan terhadap regulasi.[footnoteRef:16] [16:  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 131–133.] 

Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman pelaku usaha mengenai dampak negatif kendaraan ODOL menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan. Banyak pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran karena menganggap keuntungan ekonomi lebih besar dibandingkan risiko sanksi yang diterima. Dengan demikian, hambatan dalam penerapan kebijakan ODOL di Kota Malang tidak hanya bersifat teknis dan struktural, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kepatuhan hukum dari kelompok sasaran kebijakan.

C. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Ri No. 60 Tahun 2019 Terkait Kebijakan Over Dimension Over Load di Kota Malang
Upaya penanggulangan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) di Kota Malang merupakan bagian penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan regulasi dan identifikasi hambatan, tetapi juga oleh kemampuan instansi pelaksana dalam merumuskan dan menjalankan strategi penanganan terhadap hambatan yang muncul di lapangan. Nugroho menyatakan bahwa kebijakan publik bersifat dinamis dan menuntut adanya upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) melalui langkah-langkah operasional maupun perencanaan strategis.[footnoteRef:17] [17:  Riant Nugroho, Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017, hlm. 483–485.] 

Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengatasi hambatan penerapan kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) merupakan bagian penting dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, berbagai langkah telah dilakukan untuk mengatasi hambatan teknis maupun nonteknis yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan angkutan barang.[footnoteRef:18] [18:  Ibid.] 

Secara umum, upaya tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu upaya yang telah dilaksanakan dan rencana strategis yang akan dilakukan. Upaya yang telah dilakukan bersifat operasional dan langsung diterapkan di lapangan, sedangkan rencana strategis diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan ODOL dalam jangka menengah dan jangka Panjang.[footnoteRef:19] [19:  Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik, Malang: UMM Press, 2016, hlm. 136–138.] 

Salah satu upaya utama yang telah dilakukan adalah pelaksanaan operasi gabungan rutin bersama pihak kepolisian. Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan kendaraan. Dalam operasi tersebut, Dinas Perhubungan berperan melakukan pemeriksaan teknis kendaraan, sedangkan kepolisian melaksanakan penindakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.
Pelaksanaan operasi gabungan dilakukan secara langsung di lapangan melalui pemeriksaan kendaraan angkutan barang di sejumlah titik strategis di Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur mulai dari tahap persiapan, pemeriksaan kendaraan, hingga penindakan terhadap pelanggaran ODOL. Operasi gabungan dinilai efektif karena mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha angkutan barang serta memberikan efek jera terhadap pelanggar.
Selain penindakan, Dinas Perhubungan Kota Malang juga melakukan sosialisasi kebijakan ODOL kepada masyarakat dan pelaku usaha angkutan barang. Sosialisasi dilakukan melalui pemasangan media informasi di ruang publik, penyampaian imbauan langsung kepada pengemudi, serta edukasi mengenai kewajiban uji berkala kendaraan bermotor (uji KIR). Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dimensi dan muatan kendaraan.[footnoteRef:20] [20:  William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003, hlm. 132–134.] 

Kegiatan sosialisasi juga dipublikasikan melalui media digital dan media sosial resmi Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai bentuk transparansi dan edukasi publik. Pendekatan edukatif ini menunjukkan bahwa pengendalian ODOL tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif kendaraan ODOL terhadap keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.
Upaya lain yang telah dilakukan adalah penggunaan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai alat bantu pengawasan lalu lintas. Melalui kamera pengawas yang dipasang di titik-titik strategis, aktivitas kendaraan dapat dipantau secara real time dan direkam secara digital untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk kendaraan angkutan barang yang berpotensi melanggar ketentuan ODOL.[footnoteRef:21] [21:  Richardus Eko Indrajit, Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 45–47.] 

Pemanfaatan teknologi ETLE dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan karena penegakan hukum dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada pengawasan manual di lapangan. Selain membantu meningkatkan disiplin berlalu lintas, ETLE juga mengurangi kebutuhan operasi konvensional yang membutuhkan biaya dan personel dalam jumlah besar.
Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, penggunaan teknologi informasi seperti ETLE merupakan bentuk modernisasi pengawasan pemerintah yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Keberadaan ETLE juga memberikan efek jera karena pelanggaran dapat direkam dan dijadikan alat bukti elektronik yang sah dalam proses penegakan hukum.
Selain upaya yang telah dilakukan, Dinas Perhubungan Kota Malang juga menyusun rencana strategis berupa pengusulan tambahan anggaran APBD untuk mendukung kegiatan operasi gabungan dan pengawasan ODOL. Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai kebutuhan operasional, peningkatan intensitas pengawasan, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung kebijakan ODOL.[footnoteRef:22] [22:  Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 62–64.] 

Rencana strategis lainnya adalah peningkatan infrastruktur jembatan timbang, baik dari segi kapasitas, kualitas alat penimbangan, maupun integrasi dengan teknologi informasi. Peningkatan jembatan timbang dipandang penting karena fasilitas tersebut merupakan instrumen utama dalam mendeteksi pelanggaran muatan kendaraan. Dengan dukungan anggaran dan infrastruktur yang lebih memadai, Dinas Perhubungan Kota Malang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan kebijakan ODOL secara berkelanjutan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) di Kota Malang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui pengawasan, razia kendaraan, dan penindakan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tingginya angka pelanggaran ODOL menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur pendukung berupa jembatan timbang, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha angkutan barang terhadap regulasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan berbagai upaya preventif dan represif, antara lain operasi gabungan rutin, pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sosialisasi kepada pelaku usaha, serta perencanaan peningkatan anggaran dan fasilitas pengawasan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan ODOL masih memerlukan penguatan sarana, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kepatuhan masyarakat agar tujuan keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan dapat tercapai secara optimal.
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